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1 
PENDAHULUAN 

 

 

A. Pemahaman Kepatuhan Syariah Dan Islamic Branding 
 

Syariah didefinisikan sebagai hukum yang ditetapkan oleh 

Allah SWT. Secara umum diungkapkan dalam Al-quran dan Sunah 

Rasulullah saw. Berbeda dengan fiqh yang menekankan pada 

hukum praktis untuk menjalankan yang berasal dari interpretasi 

manusia berdasarkan al-quran dan sunah. Sehingga ketiganya 

memiliki hubungan yang integral dan tak terpisahkan. Setiap aspek 

kehidupan manusia tidak dapat lepas dari pedoman Islam tersebut, 

termasuk dalam hal bisnis dan pemasaran. Kajian ini 

mendiskusikan bagaimana kepatuhan syariah membantu 

mengidentifikasi Islamic brand dan meningkatkan reputasinya. 

Pengembangan merek merupakan bagian dari tantangan bisnis 

terbesar untuk menciptakan identitas perusahaan dan 

mengeksplorasi pemasaran merek dalam konsep Islamic branding. 

Tentunya, hal tersebut akan menyempurnakan model dan praktek 

bisnis di pasar yang kompetitif saat ini. Islam memiliki seperangkat 

nilai yang kuat dan mampu membuat identitas dirinya sebagai 

merek yang kuat, menimbulkan citra yang unik sehingga 

membangun reputasi yang baik. 

Syariah berasal dari bahasa arab, mengacu pada hukum dan 

cara hidup yang ditentukakn oleh Allah SWT bagi hamba-Nya. 

Syariah ini meliputi ideologi dan keyakinan, perilaku dan tata 

krama, dan hal-hal praktis sehari-hari, termasuk salah satunya 

adalah pemasaran. Allah SWT berfirman "…Untuk umat di antara 

kamu, Kami telah berikan aturan dan jalan yang terang" (Qur'an 

5:48). 

Ini menjadi sebuah kewajiban bagi umat muslim untuk 

mengkonsumsi makanan halal dan menggunakan produk halal, 

karena mereka tidak semata-mata makan dan menggunakan 
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2 

 KEPASTIAN  HUKUM  
DALAM  SYARIAH ISLAM 

 

A. Teori Kepastian Hukum Dalam Syariah Islam 
 

Teori pertama yang digunakan dalam kajian ini adalah teori 

kepastian hukum. Teori kepastian hukum mengandung dua 

pengertian yaitu aturan bersifat umum membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. 

Kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan 

pemerintah karena adanya aturan hukum yang bersifat umum itu 

individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau 

dilakukan negara terhadap individu.13 

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam 

undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan 

hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim 

lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.14 

Masyarakat mengharpkan adanya kepastian hukum karena adanya 

kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas 

menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban 

masyarakat. Tanpa kepastian hukum, orang tidak tahu apa yang 

harus diperbuatnya sehingga akhirnya timbul keresahan. 

Kepastian hukum adalah jantung dari aturan hukum dan tata 

kelola pemerintahan yang baik. Kepastian hukum sangat penting 

untuk sistem pemerintahan yang baik dan efesien. Kepastian 

hukum juga akan memberikan jaminan keamanan terhadap 

investasi. Kepastian hukum akan memberikan persamaan secara 

sosial dan mencegah timbulnya konflik dalam masyarakat. Dengan 

 

13Riduan Syahrani. 1999. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: 
Citra Aditya Bakti, halaman 23 
14

 Peter Mahmud Marzuki. 2008. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: 
Prenada Media Group, halaman 159 
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3  

TEORI PERTUKARAN DAN 
TEORI PERCAMPURAN DALAM 
MENGEMBANGKAN INDUSTRI 

PASAR MODAL SYARIAH 
 

 

Semakin berkembangnya perekonomian di dunia 

mengakibatkan perubahan yang signifikan di berbagai bidang 

kehidupan. Orang mulai melakukan transaksi ekonomi melalui 

berbagai cara, salah satunya adlah dengan menginvestasikan harta 

atau uangnya melalui pasar modal. Pasar modal dibentuk untuk 

mempermudah para investor mendapatkan asset dan 

mempermudah perusahaan menjual asset. Kehidupan yang 

semakin kompleks akan mendorong berbagai pihak untuk 

mencapai segala sesuatu secara instan, mudah dan terorganisasi. 

Dalam hal ini, untuk memepermudah transaksi produk pasar 

modal maka dibentuk Bursa Efek. Fungsinya sangat membantu 

berbagai pihak yang terkait. 

Pasar modal (capital modal) adalah pasar keuangan untuk 

dana-dana jangka panjang dan merupakan pasar yang konkret. 

Dana jangka panjang adalah dana yang jatuh temponya lebih dari 

satu tahun. Pasar modal dalam arti sempit adalah suatu tempat 

dalam pengertian fisik yang terorganisasi tempat efek-efek 

diperdagangkan yang disebut bursa efek. Pengertian bursa efek 

(stock exchange) adalah suatu sistem yang terorganisasi yang 

mempertemukan penjual dan pembeli efek yang dilakukan baik 

secara langsung maupun tidak langsung. Pengertian efek adalah 

setiap surat berharga (sekuritas) yang diterbitkan oleh perusahaan, 

misalnya: surat pengakuan utang, surat berharga komersial 

(commercial paper), saham, obligasi, tanda bukti utang, bukti right 

 

Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, halaman 180. 
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4  

DEWAN PENGAWAS SYARIAH 
NASIONAL 

 

 

A. Posisi dan Kedudukan DPS Sebagai Otoritas 

Pengawas Syariah 

Pesatnya perkembangan bisnis syariah yang terjadi di 

sektor perbankan, asuransi, pasar modal dan jasa keuangan 

syariah lainnya. Akan tetapi dalam mendukung kinerjanya perlu 

peran Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) merupakan salah satu bagian penting dari institusi Lembaga 

Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia. Kedudukan dan fungsinya 

secara sederhana hanya diatur dalam salah satu bagian dalam SK 

yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

berkenaan tentang susunan pengurus DSN- MUI. Untuk itu perlu 

kiranya kita membahas mengenai Dewan Pengawas Syariah yang 

merupakan lembaga memberikan fatwa dalam hal boleh atau 

tidaknya dalam melakukan transaksi tersebut. 

Guna menjamin terlaksananya prinsip-prinsip syariah di 

LKS itulah maka diperlukan mekanisme pengawasan syariah yang 

diperankan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Sejatinya, posisi 

DPS sangatlah strategis karena pemerintah telah mengeluarkan 

dua Undang-Undang (UU) yang secara yuridis memposisikan 

DPS sebagai pengawal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah di LKS. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Pasal 32 ayat (1) disebutkan: Dewan Pengawas 

Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum 

Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah. Selain itu, 

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, 

Pasal 109 ayat (1) menyebutkan: Perseroan yang menjalankan 

kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai 
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5  

PENERAPAN KEPATUHAN 
SYARIAH 

 

A. Korelasi Penerapan Kepatuhan Syariah 
Dengan Tujuan Syariah 

 

Pembahasan terkait korelasi penerapan kepatuhan syariah 

dengan tujuan syariah pada dasarnya merupakan pembahasan 

yang tidak terlepas dari pengaruh teori tujuan hukum yang telah 

dijabarkan sebelumnya. Dengan memahami teori tujuan hukum, 

maka terkait pembahasan penerepan kepatuhan syariah dalam 

rangka menciptakan tercapainya tujuan hukum dapat dikupas 

secara mendalam. Karena penerapan kepatuhan syariah tentu 

awalnya harus menggunakan akad syariah. 

Pada Pasal 1 angka (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 

Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah Di 

Pasar Modal menyatakan bahwa akad syariah adalah perjanjian 

atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan 

kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan 

prinsip syariah di pasar modal. Oleh sebab itu, telah tergambar 

melalui aturan tersebut bahwa tentu kepatuhan syariah harus 

selaras dengan tujuan syariah. Legalitas peraturan tersebut 

menjelaskan berperannya teori tujuan hukum dalam kaitan ini. 

Di dalam membicarakan tentang tujuan hukum, sama 

sulitnya dengan membicarakan tentang pendefinisian hukum, 

karena kedua-duanya mempunyai obyek kajian yang sama yaitu 

membahas tentang hukum itu sendiri. Atas dasar tersebut dimana 

hukum merupakan suatu hal yang penting dalam mengatur dan 

menciptakan ketertiban dalam masyarakat kiranya dapat teratasi, 

sehingga dapat dikatakan bahwa hukum merupakan sekumpulan 

peraturan mengenai tingkah laku dalam masyarakat yang harus 

ditaati untuk mencapai suatu tujuan. 

Hukum bertindak sebagai pelindung kepentingan manusia 
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6  

PENGAWASAN TERHADAP 
PIHAK- PIHAK YANG TERLIBAT 

DALAM INDUSTRI PASAR 
MODAL SYARIAH 

 

 

A. Pihak-Pihak Pada Industri Pasar Modal Syariah 
Pihak-pihak pada industri pasar modal syariah tidak 

terlepas dari awalnya muncul dari pihak-pihak yang ada pada pasar 

modal konvensional yang dilandasari dari Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Terbentuknya Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dari pendekatan yang 

digunakan dalam Rancangan Undang-undang tentang Pasar Modal 

dibagi dua, yaitu Pendekatan Kelembagaan dan Pendekatan 

Aktivitas. 

Melalui pendekatan itu maka di dapat masalah untuk 

merancang Undang- Undang tentang Pasar Modal yang sudah di 

tuangkan dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) untuk 

melakukan Proses Pembahasan selanjutnya dalam Pembentukan 

Undang-Undang Tentang Pasar Modal. Faktor lainnya secara aspek 

sosiologisnya tercermin sangat kuat dari cakupan pihak-pihak yang 

kelak diatur oleh Undang-Undang ini yang mencakup seluruh 

pelaku Pasar Modal, yaitu setiap pihak yang mempunyai 

kepentingan dengan aktivitas kepasar modalan dan perusahaan 

publik. 

Atas perkembangan dari undang-undang tersebut maka 

didapati pentingnya membentuk pasar modal syariah, dengan 

pihak-pihak yang tidak jauh berbeda dari pasar modal 

konvensional. Akan tetapi yang menjadi pembeda ialah terdapat 

pihak- pihak tambahan untuk menjamin tetap terselenggarannya 

pasar modal syariah sesuai prinsip syariah. Hal ini juga senada 

dengan penetapan teori keadilan yang mengedepankan 
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7 
 PENUTUP 

 
Melalui buku ini, kita ketahuhi bersama bahwa penerapan 

kepatuhan syariah di industri pasar modal syariah Indonesia belum 

sesuai dengan tujuan syariah. Dikatakan belum sesuai dengan 

tujuan syariah tersebut adalah dikarenakan aturan mengenai rukun 

akad dalam transaksi saham syariah di Indonesia sama sekali tidak 

pernah ada, apalagi pengertian dari rukun akad juga sama sekali 

tidak pernah ada. Tujuan dari pasar modal syariah itu adalah 

apabila produk dan mekanisme pasar modalnya sesuai dengan 

prinsip syariah. Transaksi saham syariah yang didasari dengan 

sebuah akad haruslah didasari dengan adanya rukun akad, tanpa 

terpenuhinya rukun akad dalam akad suatu transaksi saham 

syariah dianggap batal demi hukum. Atas fakta ini membuktikan 

bahwa kepatuhan syariah di Industri pasar modal syariah Indonesia 

belum sesuai dengan tujuan syariah karena aturan rukun akad 

dalam transaksi saham syariah tidak jelas. 

Pengawasan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam 

industri pasar modal syariah sebagai bentuk dari optimalisasi 

kemasapatuhan syariah adalah suatu kenyataan yang sama sekali 

tidak terbantahkan akan tetapi apabila pengawasan tidak dilakukan 

sebaik-baiknya maka pengawasan tersebut sama saja tidak 

memiliki arti. OJK yang memiliki wewenang dalam pengawasan di 

bindang pasar modal memiliki peran dalam pengawasan secara 

preventif dan represif, akan tetapi pada kenyataannya peran 

pengawasan yang dilakukan oleh OJK sama sekali tidak memiliki 

dampak yang berarti karena hingga saat ini pembiaran atas tidak 

dijelaskannya secara jelas dan detail atas pelaksanaan akad dalam 

jual beli saham secara syariah. Atas fakta inilah fungsi pengawasan 

dari OJK itu sendiri masih saja lemah dan tidak efektif 

dilaksanakan. 

Menurut penulis dengan tidak jelasnya aturan terkait dengan 

rukun akad di Indonesia agar diselesaikan segera mungkin agar 
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